
 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR 07 TAHUN 2021 
 

 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
 

 

Menimbang    : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
 efektif dan efisien dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Timur, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 
18   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan 
Perangkat  Daerah  sebagaimana  telah  diubah     dengan 
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  4 

Tahun 2019, perlu ditinjau kembali; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada  huruf  a,  perlu  melakukan    Perubahan Kedua  atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor   18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 
 

Mengingat      :  1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II 

Metro  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3825); 
 

2.  Undang-Undang  Nomor  24   Tahun  2007  tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2014 

Nomor  5,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5494);
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4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
 

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2011 

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

 

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016) 

sebagaimana telah diubah    dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05); 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

dan 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG  TIMUR 

NOMOR 18 TAHUN   2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 

TIMUR. 
 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2019 diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal  2  diubah sehingga  secara keseluruhan Pasal  2    berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 
Dengan  Peraturan Daerah  ini  dibentuk  Perangkat  Daerah  dengan  susunan 

terdiri dari: 
a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; 

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; 

d. Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur, terdiri dari : 

1.   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 

2.    Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; 

3.    Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat; 

4.    Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 

5.  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan    bidang    Administrasi    Kependudukan    dan 
Pencatatan Sipil; 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

8.    Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Kesehatan; 

9.   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

10.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A   menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan; 

11.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah dan  Tenaga Kerja  Tipe  A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah serta bidang Tenaga Kerja; 

12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan 

bidang Statistik; 

13.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A   menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

14.  Dinas    Perhubungan    Tipe    B    menyelenggarakan    urusan    bidang 

Perhubungan; 

15. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan; 

16.  Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
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17. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Peternakan; 

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan. 
 

 

e.  Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terdiri dari: 

1.    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan 

Pengembangan; 

2.    Badan   Kepegawaian,   Pendidikan   dan   Pelatihan   Daerah   Tipe   A 

melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

3.    Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 
penunjang Keuangan; 

4.    Badan  Pendapatan  Daerah  Tipe  A  melaksanakan  fungsi  penunjang 

Pendapatan; 
5.    Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  melaksanakan  fungsi  penunjang 

kesatuan bangsa dan politik; 

6.    Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  tipe  A  melaksanakan  fungsi 
penunjang penanggulangan bencana daerah. 

 

 
 

2. Ketentuan Pasal 8  ayat  (4)  diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 8 

 
(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan 

pimpinan tinggi pratama. 
(2) Sekretaris   DPRD   Kabupaten,   inspektur   daerah   kabupaten,   asisten 

sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli 
bupati merupakan  jabatan  eselon  IIb  atau  jabatan  pimpinan  tinggi 

pratama. 

(3) Sekretaris inspektorat daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris 
dinas, sekretaris badan, sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik, 

kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau 

jabatan administrator. 

(4) Sekretaris  dan  kepala  bidang  pada  Badan  Penanggulangan  Bencana 
Daerah, kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan 
merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. 

(5) Kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 
dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, 
kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah tipe A serta kepala 

seksi  pada  kecamatan merupakan jabatan  struktural eselon  IVa  atau 

jabatan pengawas. 

(6) Kepala  unit  pelaksana  pada  dinas  dan  badan  daerah  tipe  B,  kepala 
subbagian unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian 
pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas. 

(7) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan 
dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat 

dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas 
tambahan.



5  

3.    Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dihapus; 

 
4. Ketentuan Pasal 15 diubah,  sehingga secara keseluruhan Pasal 15  berbunyi 

sebagai berikut : 
 

 
 

Pasal 15 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: 

1.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Timur Nomor  21  Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 

Nomor 18); 
2.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Timur Nomor  22  Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19); 

3.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Timur Nomor  23  Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) 

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 04); 

4.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Timur Nomor  10  Tahun 2008 

tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan  Kehutanan   (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10); 

5.  Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Timur Nomor  11  Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan 
Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11); 

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor  07  Tahun 2009 
tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Dewan 
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2009); 
7.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  9  Tahun  2010 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 06); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal II 
 

 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. 

 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal 6 Desember 2021 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
 

 
 

 
M. DAWAM RAHARDJO 

 

 
 
 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 6 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

 
 

 
MOCH. JUSUF 

 
 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 07 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG : 03/1170/LTM/2021
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